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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan 
Pajak SPT Tahunan PPh Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada 
KPP Pratama Makassar Utara. Data Penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) 
dan beberapa dokumentasi. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis regresi linear sedehana. Pengambilan sampel dilakukan dengan 
metode random sampling yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu 
dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan 
untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berdasarkan hasil analisis data dengan 
bantuan SPSS 20 menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis secara parsial (t-test) 
membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak. 
 
Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan, SPT Tahunan 
 
This study aims to determine the effect of Tax Inspection For The Letter Of Annual 
Information Of Income Tax Of Corporation Tax Payer Against Tax Payer 
Compliance In KPP Pratama North Makassar. The research data obtained from 
the questionnaire (primary) and some documentation. Model analysis of the data 
used in this study is simple linear regression analysis. Sampling was done by the 
method of random sampling is a sampling technique in which all individuals in the 
population either individually or jointly given the opportunity to be elected as 
members of the sample. Based on the results of data analys is using SPSS 20 
shows that the partial results of hypothesis testing (t-test) proves that tax inspection 
variable has positive effect on tax payer compliance. 
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1.1 Latar Belakang  
Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan 
untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan 
bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. 
Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara 
menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari 
penerimaan pajak. 
Pemerintah saat ini mengharapkan kontribusi penerimaan pajak terhadap 
penerimaan negara dapat meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan 
keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian Bangsa Indonesia dalam 
membiayai pembangunan. Seperti halnya di negara-negara maju, pajak dijadikan 
tulang punggung pembiayaan Negara. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia di 
masa yang akan datang, mau tidak mau harus menggali potensi pajak dengan 
lebih efektif, efisien dan inovatif.  
Sejak tahun 1983 dilakukan reformasi perpajakan dengan pambaharuan 
yang paling mendasar yaitu perubahan sistem pemungutan pajak dari yang 
semula official assessment system menjadi self assessment system. Pada sistem 
tersebut, pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk 
menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang didasarkan pada asas 
keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan di dalam administrasinya. 
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Dalam sistem self assessment, Surat Pemberitahuan (SPT) yang 
disampaikan wajib pajak pada setiap akhir tahun pajak merupakan alat 
pertanggungjawaban bagi wajib pajak kepada pemerintah atas kepercayaan yang 
telah diberikan kepadanya. Sistem ini dapat membangkitkan kesadaran wajib 
pajak untuk lebih berperan aktif dan patuh didalam menjalankan kewajiban 
perpajakannya. Pengawasan dan pelaksanaan penegakna hukum (law 
enforcement) menjadi hal yang esensial di dalam sistem self assessment agar 
sistem tersebut dapat berjalan lebih baik dan benar. 
Mengingat besarnya penerimaan pajak terhadap penerimaan Negara yang 
diharapkan pemerintah dapat meningkat setiap tahunnya, maka Kantor Pelayanan 
Pajak  (KPP) harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjalankan tugas-
tugasnya. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menggali potensi perpajakan 
dan lebih untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melaksanakan 
pemeriksaan pajak.  
Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk menentukan kepatuhan 
baik formal maupun material, yang tujuan utamanya adalah untuk menguji dan 
meningkatkan tax compliance seorang wajib pajak. Dengan demikian pemeriksaan 
pajak tidak lain adalah pagar penjaga agar wajib pajak tetap pada koridor 
perpajakan. Selain itu penegakan hukum ini menjadi upaya untuk menciptakan 
keadilan melalui penerapan peraturan perpajakan secara fair, konsisten dan 
konsekuen. 
Pemeriksaan pajak sampai saat ini  masih dipandang sebagai momok yang 
menakutkan dan terkesan angker bagi wajib pajak karena selama ini masih banyak 
Wajib Pajak yang tidak memahami hakekat pemeriksaan dan karena pengalaman 
empiris Wajib Pajak terhadap pemeriksaan dimana masih adanya oknum fiskus 
yang berlaku menakutkan atau melampaui batas. Hal ini dapat dibangun melalui 
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peningkatan profesionalisme petugas pemeriksa, serta sosialisasi secara luas. 
Pemeriksaan pajak bagi fiskus merupakan wujud law enforcement dari 
dilaksanakannya sistem self assessment. 
Aturan pelaksanaan mengenai pemeriksaan pajak yang sekaligus 
merupakan landasan hukum bagi fiskus adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 
184/PMK.03/2015 tentang tata cara pemeriksaan  perpajakan. Tujuan 
pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan 
lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan Indonesia. 
 Pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus tidak hanya merupakan 
salah satu bentuk pengawasan dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan 
sebagai akibat dari dilaksanakannya sistem self assessment, melainkan juga 
dapat dikatakan sebagai bentuk pelayanan kepada wajib pajak apabila 
dihubungkan dengan masalah restitusi. 
 Menurut penelitian sebelumnya, yang telah dilakukan oleh Hayati (2008) 
menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak dapat memberikan dorongan yang kuat 
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan kata lain, pemeriksaan pajak 
dapat berguna sebagai alat edukasi atau sebagai alat pencegahan terhadap wajib 
pajak lainnya yang bermaksud melanggar. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang 
baik antara fiskus dan wajib pajak untuk saling menghargai kewajiban dan haknya 
masing-masing. Apabila kerjasama antara kedua belah pihak telah terlaksana 
dengan baik, maka diharapkan pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat mencapai 
tujuannya. 
Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat 
skripsi dengan judul: “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak SPT 
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Tahunan PPh Badan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah 
yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu pelaksaan pemeriksaan pajak 
berpengaruh atau tidak terhdapap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi 
kewajiban perpajakanannya baik kepatuhan formal maupun material secara tepat 
waktu di KPP Pratama Makassar Utara. Adapun tolok ukur dalam menilai 
kepatuhan Wajib Pajak yaitu melalui penelitian pemenuhan kewajiban formal 
maupun materal di KPP Pratama Makassar Utara dengan menyebarkan kuesioner 
kepada Wajib Pajak bersangkutan. 
 
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 
Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh dan mengumpulkan 
data atau informasi yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dan data mengenai 
kepatuhan wajib pajak. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada 
tidaknya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak SPT tahunan PPh Badan 
terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar 
Utara. 
 
1.4 Kegunaan Penelitian 
1. Kegunaan teoritis  
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi ilmu 
pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan terkait pemeriksaan pajak 
dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi 
bagi mahasiswa-mahasiswa jurusan akuntansi untuk menambah wawasan 
5 
 
dan pengetahuan serta dapat digunakan sebagai pedoman untuk 
penelitian lebih lanjut. 
2. Kegunaan praktis  
Hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran langsung bagaimana 
pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
pada kantor pelayanan pajak pratama Makassar Utara. Dilihat dari sudut 
pandang instansi, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 
pemeriksaan pajak yang diterapkan saat ini mengenai kekurangan dan 
kelebihannya. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan 
penelitian ini maka peneliti menggunakan sistematika sebagai berikut. 
BAB I PENDAHULUAN 
Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 
masalah, identifikasi masalah,  tujuan penelitian, kegunaan penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tinjauan teori yang diperlukan di dalam menunjang 
penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan 
yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, tinjauan atas penelitian 
terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja 
yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi rancangan 
penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, variabel penelitian, 
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instrument penelitian dan teknik pengumpulan data, dan analisis data 
yang digunakan. 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan tentang deskripsi data, uji kualitas data, uji 
regresi linear sederhana, pengujian hipotesis, serta pembahasan  
mengenai hasil penelitian. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisi kesimpulan akhir dari penelitian, saran-saran yang dapat 






2.1  Tinjauan Pustaka 
2.1.1    Definisi Pajak 
Pengertian pajak yang dikemukakan oleh Adriani yang telah diterjemahkan 
oleh R. Santoso Brotodiharjo dalam buku “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” (1991:2) 
“pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat 
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara 
untuk menyelenggarakan pemerintahan” 
       Definisi lain dikemukakan oleh Soemitro (Bohari, 2012:24) adalah: 
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), 
yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar 
pengeluaran umum”.  
 
Definisi tersebut kemudian disempurnakan sebagai berikut. 
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk 
membiayai pengeluaran rutin dan ‘surplus-nya’ digunakan untuk ‘public 
saving’  yang merupakan sumber utama untuk membiayai ‘public 
investment’”. 
 
       Melihat beberapa definisi pajak di atas, peneliti dapat menyimpulkan  bahwa 
pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara yang dalam 
pemungutannya dapat dipaksakan namun tidak memberi jasa timbal balik secara 
langsung terhadap masyarakat, hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber 
penerimaan utama dalam membiayai pengeluaran rutin pemerintah. 
       Mardiasmo dalam buku “Perpajakan” (2011:1) mengemukakan bahwa pajak 




1. Iuran dari rakyat kepada negara. 
Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa 
uang (bukan barang). 
2. Berdasarkan Undang-Undang. 
Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 
aturan pelaksanaannya. 
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 
dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya 
kontraprestasi individual oleh pemerintah. 
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 
2.1.2  Fungsi Pajak 
Menurut Fidel (2010:6) fungsi pajak terbagi atas dua, yaitu sebagai berikut. 
1. Fungsi Budgetair (penerimaan) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya (baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran 
pembangunan). 
2. Fungsi Regulerand (mengatur) 
Pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah 
dalam bidang ekonomi dan sosial. 
a. Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial. 
Contoh: 
1) pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras dengan 




2) tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% dengan tujuan untuk 
mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia. 
b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar    
bidang keuangan. 
2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak 
Sistem pemungutan pajak yang berlaku dalam praktik perpajakan di Indonesia 
menurut Mardiasmo (2011:7) adalah sebagai berikut: 
a. Official Assessment System adalah sistem pemungutan yang memberi 
wewenang fiskus untuk menentukan pajak yang terutang Wajib Pajak. 
1) Weweneng untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.  
2) Wajib Pajak bersifat pasif.  
3) Utang Pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh 
fiskus. 
b. Self Assessment System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri pajak terutang. 
1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib 
Pajak sendiri. 
2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang dan fiskus tidak ikut campur dan hanya 
mengawasi. 
c. Withholding System, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi 
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 
bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib 
Pajak. Cirinya, wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada 





2.1.4 Pemeriksaan Pajak  
Menurut Diaz Priantara (2013:60) pemeriksaan pajak adalah serangkaian 
kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan dan/ atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewaji ban perpajakan 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perpajakan. 
Definisi pemeriksaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP) adalah   
“pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan 
dan mengolah data dan / atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan 
pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan”.  
 
Kepatuhan yang dimaksud adalah kepatuhan wajib pajak dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Indikasi adanya kepatuhan ini 
apabila Wajib Pajak telah menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan 
melaporkan sendiri seluruh kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
Tindakan pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan oleh petugas 
perpajakan (fiskus) dalam rangka melaksanakan pemeriksaan terhadap Wajib 
Pajak, untuk mencari bahan-bahan dalam menetapkan jumlah pajak yang terutang 
dari jumlah pajak yang harus dibayar (Bohari, 2012:159). Sehubungan dengan hal 
itu maka para pemeriksa pajak dalam melakukan tugas pemeriksaan perlu 
didukung oleh berbagai faktor penunjang, salah satunya adalah menerapkan 




Disisi lain pemeriksaan pajak diharapkan mempunyai pengaruh terhadap 
peningkatan penerimaan pajak baik yang berasal dari temuan-temuan 
pemeriksaan maupun peningkatan kepatuhan Wajib Pajak pada tahun-tahun 
berikutnya. 
2.1.5 Alasan Dilakukannya Pemeriksaan Pajak 
a) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan lebih 
bayar. 
b) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar. 
c) Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang 
menyatakan lebih bayar yang tidak disertai dengan permohonan 
pengembalian pembayaran pajak. 
d) Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPN Lebih Bayar. 
e) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. 
f) Wajib Pajak melakukan penggabungan , peleburan, pemekaran, likuidasi 
atau pembubaran usaha. 
g) Wajib Pajak melakukan: 
1. perubahan tahun buku, 
2. perubahan metode pembukuan, 
3. penilaian kembali aktiva tetap, 
2.1.6 Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Secara umum tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian 
kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Tujuan 
pemeriksaan pajak diatur dalam pasal 29 ayat (1) undang-undang KUP seperti 






a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dilakukan dalam hal:  
1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah 
diberikan pengembalian pendahuluaan kelebihan pajak; 
2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi; 
3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah 
ditetapkan; 
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh DJP; 
5. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipenuhi.   
b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan antara lain 
1. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 
2. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak; 
3. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak 
(PKP); 
4. Wajib Pajak melakukan keberatan; 
5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Penghitungan Penghasilan 
Neto; 
6. Pencocokan data dan atau alat keterangan; 
7. Penentuan Wajib Pajak berlokasi didaerah terpencil; 
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai; 
9. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
untuk tujuan lain. 
Tujuan lain juga sudah sedemikian seringnya disampaikan oleh para 
pimpinan Direktorat Jendral Pajak bahwa tujuan pemeriksaan pajak selain untuk 
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, juga diharapkan dapat menimbulkan 




Tujuan utama dari pemeriksaan pajak adalah untuk menguji tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Agar 
tujuan pemeriksaan pajak tercapai maka pemeriksaan terhadap Wajib Pajak 
dilakukan secara selektif dengan maksud untuk memberikan deterrence effect 
berupa peningkatan kepatuhan secara sukarela Wajib Pajak (taxpayer`s 
voluntarily compliance) dan bukan untuk menghukum Wajib Pajak   
2.1.7   Jenis-Jenis Pemeriksaan 
Pemeriksaan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 
28/PJ/2013, yaitu: 
1) Pemeriksaan Lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat 
tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak, tempat kegiatan usaha atau 
pekerjaan bebas Wajib Pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh 
Pemeriksa Pajak; atau 
2) Pemeriksaan Kantor, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor 
Direktorat Jenderal Pajak. 
2.1.8 Prosedur Pemeriksaan Pajak 
Prosedur pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut: 
a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan 
Pajak (SP 3) dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa 
yang telah ditandatangani oleh KPP.  
b. Petugas pemeriksa juga harus melakukan pemberitahuaan secara tertulis 
kepada Wajib Pajak tentang akan dilakukannya pemeriksaan. 
 Wajib Pajak yang diperiksa harus: 
1. Memperlihatkan dan /atau meminjamkan buku-buku, catatan-catatan dan 




berhubungan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak/ objek yang terutang 
pajak. 
2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat yang diduga merupakan 
tempat menyimpan dokumen / barang yang dapat memberi petunjuk tentang 
keadaan usaha Wajib Pajak dan / atau tempat lain yang dianggap penting, 
serta memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
3. Memberikan keterangan baik lisan maupun tertulis yang diperlukan guna 
kelancaran pemeriksaan pajak. 
4. Direktorat jenderal pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau 
ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban. 
2.1.9 Ruang Lingkup Pemeriksaan  
Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang 
meliputi: 
1. Jenis pajak; 
2. Periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. 
Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi: 
1. Satu jenis pajak (single tax); 
2. Beberapa jenis Pajak; 
3. Seluruh jenis pajak (all taxes). 
Adapun ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode 
pencatatan/pembukuan yang dilakukan Wajib Pajak meliputi: 
1. Satu masa pajak; 
2. Beberapa masa pajak; 
3. Bagian tahun pajak; atau 





2.1.10 Kebijakan Umum Pemeriksaan  
Kebijakan Umum Pemeriksaan menurut Surat Edaran Direktur Jendral 
Pajak Nomor SE – 28/PJ/2013 diantaranya adalah: 
1. Ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan dari jenis pajak dan 
periode dari pencatatan atau pembukuan yang menjadi objek untuk 
dilakukan pemeriksaan.. 
2. Dalam hal Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi yang 
terkait dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lain yang 
berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan, pelaksanaan 
Pemeriksaan Kantor diubah menjadi Pemeriksaan Lapangan.  
3. Jangka waktu pengujian terhadap Pemeriksaan yang diubah dari 
Pemeriksaan Kantor menjadi Pemeriksaan Lapangan, tetap dihitung sejak 
tanggal Wajib Pajak, wakil, kuasa dari Wajib Pajak, pegawai, atau anggota 
keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak, datang memenuhi Surat 
Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor. 
4. Buku-buku catatan dan dokumen yang akan dipinjam dari Wajib Pajak tidak 
harus asli dan dapat berupa foto copy sesuai dengan aslinya. 
5. Tenaga Ahli bertugas berdasarkan Surat Tugas membantu pelaksanaan 
pemeriksaan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau pejabat 
yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. 
6. Perluasan pemeriksaan dapat dilakukan baik untuk tahun-tahun sebelumnya 
maupun tahun sesudahnya, dalam hal ada kompensasi kerugian dari tahun-
tahun sebelumnya yang belum dilakukan pemeriksaan atau sebab lain 
berdasarkan instruksi Direktur Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan 
Pajak (Direktur P4). 
7. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak secara 
tertulis, berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuaan (SPT) 




2.1.11 Wewenang dan Kewajiban Pemeriksaan Pajak 
Dalam melaksanakan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memiliki wewenang 
dan kewajiban sebagai berikut: 
1. Memeriksa dan atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran atau media komputer dan 
perangkat elektronik pengolah data lainnya. 
2. Meminta keterangan lisan dan atau tertulis dari Wajib Pajak yang diperiksa. 
3. Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat 
menyimpan dokumen, uang dan barang, yang dapat memberi petunjuk 
tentang keadaan usaha Wajib Pajak, dan atau tempat-tempat lain yang 
dianggap penting serta melakukan pemeriksaan di tempat-tempat tersebut. 
4. Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada angka (3) 
apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan 
kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan dimaksud, atau tidak 
ada di tempat pada saat pemeriksaan dilakukan. 
5. Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa. 
2.1.12 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak 
Setiap Wajib Pajak memiliki hak dan kewajiban dalam pelaksanaan 
pemeriksaan pajak yang dilakukan guna pengawasan self assessment system 
melalui pemeriksaan pajak, hak dan kewajiban tersebut, antara lain: 
a) Hak Wajib Pajak Yang diperiksa: 
 Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak meminta 
kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah 




 Dalam hal Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak memenuhi panggilan 
untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang 
ditentukan. 
 Wajib Pajak berhak meminta penjelasan tentang maksud dan tujuan 
pemeriksaan. 
 Wajib Pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, 
catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 
kelancaran pemeriksaan dan memberikan keterangan dalam jangka 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan dan 
apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi maka pajak yang terutang 
dapat dihitung secara jabatan. 
 Wajib Pajak berhak meminta rincian yang berkenan dengan hal-hal 
yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPT. 
 Wajib Pajak wajib menandatangani surat pernyataan persetujuaan 
apabila seluruh hasil pemeriksaan disetujui. 
 Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, Wajib Pajak wajib menandatangani 
Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) apabila hasil pemeriksaan 
tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. 
 Menghadiri Pembahasan Hasil Akhir Pemeriksaan pada waktu yang 
telah ditentukan. 
 Menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). 
 Memberikan pendapat atau penilaian atas pemeriksaan. 
b) Kewajiban Wajib Pajak Yang diperiksa: 
 Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan , 




berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha 
wajib pajak atau objek yang terutang pajak. 
 Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang 
dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
 Memberikan keterangan yang diperlukan. 
2.1.13 Kepatuhan Wajib Pajak 
Kepatuhan adalah sifat patuh atau ketaatan. Patuh artinya suka menurut 
perintah dan sebagainya maupun taat pada aturan atau perintah serta disiplin. 
Kepatuhan merupakan suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua 
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu, 
2005:145).  
 Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana 
Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 
perpajakannya. Menurut Nurmantu (2005:149), terdapat 2 (dua) macam 
kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material.  
 Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi 
kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-
undang perpajakan, misalnya jangka waktu penyampaian SPT. Adapun kepatuhan 
material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakekat 
memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa 
undang-undang perpajakan. 
 Kepatuhan Wajib Pajak dapat dimotivasi dengan adanya kebijaksanaan 
perpajakan yang bersifat formal dan mengikat. Dalam arti untuk dapat mendorong 
tumbuhnya perilaku para Wajib Pajak untuk menjadi patuh, harus ada sanksi 
hukum yang bersifat memaksa (the strong approach), yaitu kebijaksanaan 




kepatuhan.  Sangsi hukum  tersebut juga harus diberlakukan kepada setiap Wajib 
Pajak yang telah memenuhi syarat tetapi tidak patuh. Karena pada dasarnya 
setiap kebijaksanaan produk hukum  di bidang perpajakan tidak akan bermakna 
apabila tidak dilaksanakan secara pasti. Tingginya pemeriksaan pajak, diharapkan 
dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT. 
 Dari definisi di atas, dilihat dari tujuan menguji kepatuhan, pemeriksaan 
dilakukan agar Wajib Pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajibannya di 
bidang perpajakan. Beberapa indikator yang dapat dipakai dalam menentukan 
kepatuhan Wajib Pajak adalah (Nurmantu, 2005:150): 
1. Kepatuhan formal: 
a. Ketepatan waktu penyampaian SPT 
b. Kepatuhan terhadap sanksi-sanksi pajak 
2. Kepatuhan material: 
a. Patuh dalam menghitung 
b. Patuh dalam membayar  
c. Patuh dalam melaporkan besarnya pajak terutang kepada Ditjen 
Pajak.  
d. Tidak melakukan tax evasion. 
2.1.14 Surat Pemberitahuan (SPT)  
Fungsi Surat Pemberitahuaan sebagai sarana Wajib Pajak untuk 
melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang 
sebenarnya terhutang dan laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang 
telah dilaksanakan sendiri dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak dan 
laporan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau 




oleh ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. (Ilyas&Wicaksono, 
2015:18) 
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi sendiri surat pembaritahuaan yang telah 
disediakan oleh direktorat jenderal pajak, mengisi, menghitung, dan 
memperhitungkan sendiri pajak yang terutang untuk 1 masa pajak atau 1 tahun 
pajak dalam surat pemberitahuaan dan menyampaikan yang telah diisi dan 
ditandatanganinya ke DJP dalam batas waktu yang ditentukan. Pengisian SPT 
yang tidak benar dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan akan dikenakan 
sanksi pidana berdasarkan Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Demikian pula 
keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi 
berupa denda. 
Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu penyampaian atau 
batas waktu perpanjangan penyampaian SPT, Wajib Pajak dikenai sanksi 
administrasi berupa denda sesuai dengan ketentuan UU KUP yaitu: 
a. Rp 500.000,00 untuk SPT Masa PPN, 
b. Rp 100.000,00 untuk SPT Masa Lainnya, 
c. Rp 1.000.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Badan; dan 
d. RP 100.000,00 untuk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. 
Dalam sisitem self assesment sistem SPT yang dimasukkan Wajib Pajak 
pada setiap akhir tahun takwim, pada hakekatnya merupakan alat pertanggung 
jawaban Wajib Pajak kepada fiskus, atas kepercayaan yang telah diberikan 
kepadanya untuk menghitung, menyetor, menetapkan sendiri jumlah kewajiban 
pajaknya yang terutang. Dengan demikian, sistem ini memiliki beberapa ciri, 





1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
Wajib Pajak. 
2. Wajib Pajak tersebut bersifat aktif, mulai dari menghitung, melapor dan 
membayar sendiri pajak yang terutang. 
3. Fiskus atau pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan besarnya 
pajak terutang, tetapi hanya mengawasi. 
2.1.15  Lampiran SPT 
 Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib 
menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan: 
1. Neraca; 
2. Laporan Laba Rugi; dan 
3. Keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan 
Kena Pajak. 
2.1.16  Cara Penyampaian SPT 
Cara penyampaian laporan SPT Tahunan 2015, yang akan jatuh tempo 
pelaporan di tahun 2016 ini diatur dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak nomor 
PER-01/PJ/2016, didalamnya disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat 
menyampaikan SPT Tahunan dengan cara: 
a. Langsung; 
     Penyampaian SPT Tahunan secara langsung dapat dilakukan di: 
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT), meliputi TPT KPP tempat WP terdaftar 
dan TPT Kantor Pelayanan selain tempat WP terdaftar; atau 
pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan, 





b. Dikirim melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat WP 
terdaftar; 
c. Dikirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti 
pengiriman surat ke KPP tempat WP terdaftar; atau 
d. Saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sesuai 
dengan perkembangan teknologi informasi. 
        Saluran tertentu meliputi: 
- laman Direktorat Jenderal Pajak; 
- laman penyalur SPT elektronik; 
- saluran suara digital yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak 
untuk Wajib Pajak tertentu; 
- jaringan komunikasi data yang terhubung khusus antara Direktorat 
Jenderal Pajak dengan Wajib Pajak; dan 
- saluran lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Penyampaian SPT Tahunan Pembetulan tidak dapat dilakukan di TPT 
Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). 
Dalam penerimaan SPT di KP2KP (baik melalui TPT, Pojok Pajak, Mobil 
Pajak atau Tempat Khusus Penerimaan SPT Tahunan yang dibuka oleh KP2KP), 
penyerahan SPT Tahunan kepada petugas pelayanan KPP atasan KP2KP 
dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima. 
2.1.17 Hubungan Antara SPT dan Pemeriksaan Pajak  
SPT merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan seluruh 
kegiatan usaha Wajib Pajak selama periode tertentu. SPT merupakan dasar yang 
mengawali untuk dilakukannya pemeriksaan, dengan demikian keadaan SPT yang 
dilaporkan oleh Wajib Pajak akan dapat menentukan apakah terhadap Wajib Pajak 




sarana pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak terhutang, maka akan 
diketahui berapa besarnya pajak terhutang, berapa jumlah pajak yang dibayar, 
termasuk jumlah pajak kurang bayar atau yang lebih bayar atau nihil. 
Kaitan antara SPT dan pemeriksaan menurut Hardi adalah sebagai berikut: 
1. SPT merupakan tolak ukur dilakukannya pemeriksaan, dimana status atau 
keadaan SPT yang dilaporkan kepada KPP akan menentukan apakah 
Wajib Pajak akan dilakukan pemeriksaan atau tidak. 
2. SPT merupakan dasar untuk menghitung besarnya utang Wajib Pajak. 
 
2.2 Tinjauan Penelitian Sebelumnya 
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Hayati (2008) yang berjudul 
“Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak SPT Tahunan PPh Badan Terhadap 
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang 
Asing (Badora) II”, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan korelasional 
yaitu metode penelitian untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar 
variabel. Penelitian dilakukan dengan menyebar kuesioner kepada responden di 
KPP Badora II. Kesimpulan dari hasil pengujian adalah (1) pelaksanaan 
pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Badora II memperoleh hasil baik. (2) 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian pajak adalah tinggi. (3) 
pemeriksaan pajak memiliki hubungan dan pengaruh yang searah (positif) dan 
signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT. 
Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Jika pada 
penelitian sebelumnya menggunakan analisis koefisien korelasi maka pada 
penelitian ini penulis menggunakan koefisien deteminasi. Peneliti juga 
menggunakan sampel yang berbeda yaitu Wajib Pajak Badan pada Kantor 




2.3 Kerangka Pemikiran 










 Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah self 
assessment system dimana segala pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan 
sepenuhnya oleh wajib pajak. Fiskus hanya melakukan pengawasan melalui 
prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan menuntut ke ikut sertaan aktif wajib 
pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya yang membutuhkan kepatuhan 
wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara 
sukarela / voluntary of complience merupakan tulang punggung self assessment 
system, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban 
perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan 
melaporkan pajaknya tersebut. 
Untuk mengetahui patuh atau tidaknya Wajib Pajak maka dilakukanlah 
pemeriksaan pajak oleh fiskus. Pemeriksaan pajak merupakan instrument untuk 
menentukan kepatuhan baik formal maupun material, yang tujuan utamanya 
adalah untuk menguji dan meningkatkan tax compliance seorang Wajib Pajak.  
Pemeriksaan 







Hasil penelitian Hayati (2008),  yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan 
Pemeriksaan Pajak SPT Tahunan PPh Badan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib 
Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (Badora) II” 
menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki hubungan dan pengaruh yang 
searah (positif) dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
penyampaian SPT. Hubungan yang signifikan adalah jika pemeriksaan mengalami 
peningkatan maka akan diikuti dengan peningkatan tingkat kepatuhan Wajib 
Pajak. 
Penjelasan diatas menunjukkan apabila pemeriksaan pajak dilakukan 
dengan sebaik-baiknya dan semestinya maka akan meningkatkan kepatuhan 
Wajib Pajak, Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 
Ha : Pemeriksaan Pajak SPT tahunan PPh Badan berpengaruh positif terhadap 





3.1 Rancangan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. 
Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaruh pemeriksaan 
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara penelitian kuantitatif merupakan 
metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk 
meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan 
instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic, dengan tujuan 
untuk menguji hipotesis (Sugiyono, 2011:8). Peneliti melakukan analisis terhadap 
data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kuantitatif. Analisis data 
dalam penelitian kuantitatif dilakukan dengan menggunakan pendekatan statistik, 
menghitung regresi, determinasi dan uji hipotesis. 
 
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara. 
Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei sampai dengan 10 Juni 2016. 
 
3.3      Populasi dan Sampel 
Menurut Singarimbun, (1995:152) populasi adalah jumlah keseluruhan dari 
unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga. Sedangkan menurut Sugiyono, 
(2001:72) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau 
subyek yang mempunyai kualitas dari karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak badan di lingkungan Kantor Pelayanan 





Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Apabila diketahui populasi atas suatu penelitian besar dan peneliti tidak 
mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, maka dapat menggunakan 
sampel yang diambil dari populasi tersebut (Sugiyono, 2001:73). 
Pemilihan responden berdasarkan convinience sampling  yaitu dimana 
informasi diambil dari anggota populasi yang bersedia memberikan informasi 
(Mulyono, 2003). Metode pengambilan sampel wajib pajak yaitu dengan 
membagikan kuesioner kepada wajib pajak Badan yang ditemui di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar. 
 
3.4 Jenis dan Sumber Data 
a. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Data subyek (self report data)  
Data subyek adalah jenis data penelitian yang berupa opini, sikap,  
pengalaman atau karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang 
yang  menjadi subyek penelitian. Data subyek yang diperoleh dalam 
penelitian ini  adalah hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden.  
2. Data dokumenter (Documentary data)  
Data dokumenter adalah jenis data penelitian yang antara lain: faktur, 
jurnal, surat-surat, memo, atau dalam bentuk laporan program, data 
dokumenter. 
b. Sumber Data 
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:  
1. Data Primer  
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 





subyek secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap 
suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data 
primer di dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara atau hasil 
pengisian kuesioner.  
2. Data sekunder  
Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis 
yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data primer 
yang telah diolah lebih lanjut dan telah disajikan dalam bentuk tabel 
atau diagram. 
 
3.5      Teknik Pengumpulan  Data 
1. Kuesioner (angket), yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan  dengan 
cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang 
lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Kuesioner di dalam 
penelitian ini ditujukan kepada wajib pajak badan yang melaksanakan 
kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Makassar Utara dan 
melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan e-SPT, e-filling, dan 
semacamnya.  
2. Wawancara, melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak 
terkait yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Utara. 
3. Studi Kepustakaan, penelitian ini didasarkan pada bahan-bahan dari 
perpustakaan dengan mengumpulkan data berupa teori yang bersumber 







3.6 Variabel Penelitian 
Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu, pemeriksaan pajak SPT 
tahunan PPh Badan (x) sebagai variable independent dan kepatuhan wajib pajak 
(y) sebagai variable dependent. 
Tabel 3.1 Variabel Penelitian 











































-   Informasi batas akhir 
penyampaian SPT Tahunan. 
-   Meningkatkan pelayanan. 
-   Mempermudah proses restitusi. 
-   Penyelarasan perkembangan 
dunia usaha. 
 
-   Implementasi self assessment. 
-   Implementasi law enforcement. 
-   Dorongan WP untuk taat pada 
peraturan. 
-   Menilai tingkat kepatuhan WP 
dalam pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 
-   Identifikasi WP patuh 
















a.    Kepatuhan 
formal 





b.   Kepatuhan 
material 
       
 
  
-  Penyampaian SPT tepat waktu. 
- Jika terdapat halangan 
mendelegasikan agar tidak 
terlambat 
- Respon terhadap surat teguran
- Menaati sanksi-sanksi 
perpajakan 
 
- Patuh dalam menghitung 
- Patuh dalam membayar  
- Patuh dalam melaporkan 
besarnya pajak terutang kepada 
Ditjen Pajak.  
- Tidak melakukan tax evasion. 
- Berkonsultasi dengan petugas 
representative 








Semua operasionalisasi variabel di atas diukur oleh instrumen pengukur 
dalam bentuk kuesioner yang memenuhi pernyataan-pernyataan tipe skala likert. 
Skala ini mempunyai gradasi dari sangat positif sampai dengan sangat negatif 
(Sugiyono, 2000). Untuk kategori sangat positif mencerminkan tingkat kepatuhan 
yang tinggi, sedangkan kategori sangat negatif mencerminkan tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT yang sangat rendah. 
 Tabel 3.2 Skala Likert 
Bobot Penilaian 
5 Sangat setuju (SS) 
4 Setuju (S) 
3 Cukup setuju  (CS) 
2 Tidak setuju (TS) 
1 Sangat tidak setuju (STS) 
 
3.7 Instrumen Penelitian 
 Instrument yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kuesioner. 
Kuesioner yang baik haruslah memenuhi dua pesyaratan yaitu valid dan reliable. 
Sebelum kuesioner digunakan, terlebih dahulu dilakukan uji coba kepada 
responden yang memiliki karakteristik yang sama dengan karakteristik populasi 
penelitian. Uji coba dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas 
alat ukur penelitian, sehingga diperoleh item-item pertanyaan/ pernyataan yang 
layak untuk digunakan sebagai alat ukur untuk pengumpulan data penelitian. 
1.   Uji Validitas 
Valid berarti instrument yang digunakan dapat mengukur apa yang 
seharusnya diukur (Sugiyono, 2003:109). Pengujian ini berfungsi untuk 
menunjukkan tingkat kemampuan alat pengukur agar dapat memberikan apa yang 
menjadi sasaran pokok pengukuran. Tujuan dari pengujian ini adalah agar data 





Pengukuran validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi product 
moment. Pengujian validitas instrumen/kuesioner dilakukan dengan 
menggunakan software statistik berupa SPSS (Statistical Product and Service 
Solutions). Menurut Sugiyono (2011:126) bila nilai korelasi dibawah 0,300 maka 
dapat disimpulkan bahwa butir instrument tersebut tidak valid, sehingga harus 
diperbaiki atau dibuang. 
2.  Uji Reliabilitas 
Tujuan dari pengujian ini adalah agar data yang diambil benar-benar 
reliable, yakni konsisten dan dapat diandalkan. Pada penelitian ini, perhitungan 
reliabilitas dilakukan dengan statistik Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha 
mendekati 1 (satu), menunjukkan bahwa pengukuran yang dipakai reliable atau 
alat ukur yang dipakai benar mengukur apa yang hendak diukur. 
 
3.8 Analisis Data 
Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 
perhitungan statistik yang menguji pengaruh variabel x terhadap y yang diteliti. 
Penelitian verifikatif digunakan untuk menguji teori dengan pengujian suatu 
hipotesis apakah diterima atau ditolak. Dengan demikian akan diketahui pengaruh 
antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang memperjelas 
gambaran mengenai obyek yang diteliti. 
    1.   Pengujian Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 
berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan histogram, 
yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati 
distribusi normal. Kedua, dengan normal probability plot, distribusi normal akan 





garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 
menggambarkan data akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2009: 107). 
    2.    Analasis Regresi Linear Sederhana 
Regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan fungsional 
antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. 
Model analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini dapat dirumuskan 
sebagai berikut :   
Y = a + bX 
Keterangan : 
 Y =  Tingkat kepatuhan penyampaian SPT  
  a =  Nilai intercept (konstanta)   
b =  Koefisien regresi  
X =  Pelaksanaan pemeriksaan pajak 
 
    3.   Analisis Koefisien determinasi 
Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R²) yang 
merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah 5% (Ghozali, 2009: 15). 
    4.    Pengujian Hipotesis (Uji t) 
Selanjutnya dilakukan pula penilaian terhadap setiap variabel bebas yang 
dilakukan untuk melihat tingkat signifikansi pengaruh variabel yang ada. Pengujian 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1  Gambaran Umum Instansi  
4.1.1  Sejarah Singkat KPP Pratama Makasssar Utara  
KPP Pratama Makassar Utara merupakan salah satu KPP Pratama yang 
berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan 
Tenggara. Berlokasi di Kompleks Gedung Keuangan, Negara Jalan Urip 
Sumoharjo Km. 4. Wilayah kerjanya tersebar di enam kecamatan yang mencakup 
63 kelurahan di kota Makassar. Jumlah Wajib Pajak terdaftar saat ini mencapai 
130 ribu Wajib Pajak. Sektor perekonomian yang dominan adalah perdagangan 
dan industri mengingat di Makassar terdapat pelabuhan dan kawasan industri. 
KPP Pratama Makassar Utara melewati sejarah perjalanan yang panjang 
seiring dengan transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 94/KMK.01/1994, di 
Makassar hanya terdapat satu kantor pajak di kota Makassar yaitu Kantor 
Pelayanan Pajak Ujung Pandang yang berada di bawah Kantor Wilayah XII 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Karena laju perekonomian Kota 
Makassar yang sangat tinggi, maka pada tahun 2001 KPP Ujung Pandang dipecah 
menjadi KPP Makassar Utara dan KPP Makassar Selatan melalui Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001. 
KPP Makassar Utara ini yang kemudian bertransformasi menjadi KPP 
Pratama Makassar Utara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 
PMK-67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 





Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Perubahan ini merupakan bagian dari reformasi 
dan modernisasi perpajakan yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.  
4.1.2  Tugas dan Fungsi KPP Pratama Makassar Utara 
Dalam melaksanakan tugasnya, KPP Pratama Makassar Utara 
menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai berikut. 
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data pengamatan potensi 
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek 
pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 
b.    Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 
c.  Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 
d.    Penyuluhan perpajakan;. 
e.    Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; 
f.     Pelaksanaan ekstensifikasi; 
g.    Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 
h.    Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 
i.     Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakanWajib Pajak; 
j.     Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 
k.    Pelaksanaan intensifikasi; 
l.     Pembetulan ketetapan pajak; 
m.  Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan/atau Bangunan; 
n.     Pelaksanaan administrasi kantor. 
4.1.3 Visi Misi dan Nilai 
Visi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menjadi institusi pemerintah yang 
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan yang efektif, efisien dan 





Misi KPP Pratama Makassar Utara yaitu menghimpun penerimaan pajak 
Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu mewujudkan 
kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui 
sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 
Nilai KPP Pratama Makassar Utara antara lain sebagai berikut. 
 Integritas "Menjalankan tugas dan pekerjaan dengan selalu memegang 
teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral, yang diterjemahkan dengan 
bertindak jujur, konsisten, dan menepati janji." 
 Profesionalisme "Memiliki kompetensi di bidang profesi dan menjalankan 
tugas dan pekerjaan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, serta 
norma-norma profesi, etika dan sesuai dengan kompetensi, kewenangan, 
serta norma-norma profesi, etika dan sosial."   
 Inovasi "Memiliki pemikiran yang bersifat terobosan dan/atau alternative 
pemecahan masalah yang kreatif, dengan memperhatikan aturan dan 
norma yang berlaku.” 
 Teamwork "Memiliki kemampuan untuk bekerjasama dengan orang/pihak 














4.1.4   Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 



































































DAN KONSULTASI II 
Surdiyono 
SEKSI PENGAWASAN 
DAN KONSULTASI IV 
Agus Widodo 
SEKSI PENGAWASAN 








 Sementara untuk pembagian tugas adalah sebagai berikut. 
a. Kepala Kantor 
Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan 
Karipka, maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas 
mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan 
pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak tidak langsung 
lainnya dan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah 
dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
b. Sub. Bagian Umum 
Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, 
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga. 
c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI)  
Seksi pengolahan data dan informasi mempunyai tugas melakukan, 
urusan, pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, 
penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi wajib pajak. 
d. Seksi Pelayanan 
Seksi pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 
produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 
perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta 
penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 
wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan. 
e. Seksi Pemeriksaan 
1. Melakukan evaluasi terhadap kebenaran dan kelengkapan formal SPT; 





3. Melacak angka-angka yang tersaji pada SPT dan Laporan Keuangan 
ke bukti pendukung; 
4. Melakukan pengujian kaitan yang dalam hal ini meliputi pengujian atas 
dokumen dasar dan pengujian atas jumlah-jumlah fisik; 
5. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca; 
6. Pemanfaatan informasi pihak ketiga; 
7. Melakukan pengujian fisik;  
8. Melakukan inspeksi; 
9. Rekonsiliasi / Equlisasi; 
10. Melakukan konfirmasi. Laporan Keuangan; 
f. Seksi Ekstensifikasi 
Seksi ekstensifikasi perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan 
potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 
pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi  
Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV masing-masing 
mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan wajib pajak, bimbingan/ himbauan kepada wajib pajak dan 
konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja 
wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka 
melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan 
pengurangan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas 
tanah atau bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding. 
h.  Seksi Penagihan 
Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan 





usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-
dokumen penagihan. 
i. Kelompok Jabatan Fungsional  
Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional 
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. Setiap 
kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang 
ditunjuk oleh kepala kantor wilayah dan kepala KPP Pratama yang 
bersangkutan. Adapun jumlah jabatan fungsional tersebut ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan 
fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundangundangan. 
 
4.2       Wajib Pajak Dilihat Dari Jumlah Wajib Pajak Badan 
Dalam  pelaksanaan sistem self assessment, dibutuhkan peran serta wajib 
pajak untuk menentukan keberhasilan  dalam penerimaan pajak. Sehingga 
pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran atau 
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. 
Perkembangan perekonomian pada saat ini dapat memberikan pengaruh 
terhadap perkembangan jumlah wajib pajak. Perkembangan jumlah Wajib Pajak 
yang meningkat tiap tahunnya merupakan salah satu cara yang dapat digunakan 
untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban 
perpajakannya. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah Wajib Pajak yang 
telah terdaftar dalam tata usaha Direktorat Jenderal Pajak dan telah diberi Nomor 








Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak Badan KPP Pratama Makassar utara Tahun 2013-
2015 




 Sumber: Data Seksi Pelayanan KPP Pratama Makassar Utara 
 
Berdasarkan tabel 4.1 terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak KPP 
Makassar Utara meningkat. Hal itu terlihat dari jumlah Wajib Pajak badan yang 
semakin meningkat dari tahun 2013-2015. 
4.3 Penyampaian SPT Tahunan PPh Badan 
Kepatuhan Tahunan Wajib Pajak Penghasilan Badan adalah jumlah  SPT 
Tahunan yang dikembalikan tepat pada waktunya dibandingkan dengan jumlah 
SPT Wajib Pajak efektif. Yang dimaksud dengan Wajib Pajak Efektif adalah Wajib 
Pajak terdaftar yang telah melakukan kegiatan usaha dan melaporkan SPT. 
Namun dalam pelaksanaannya tidak semua Wajib Pajak Efektif tersebut 
menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan ke KPP Badora II dengan tepat waktu. 
Dibawah ini terdapat tabel yang menyajikan mengenai perbandingan 
antara Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan dengan tepat waktu dan 
yang  menyampaikan SPT Tahunan dengan tidak tepat waktu. 
Tabel 4.2 Pelaporan SPT PPh Badan Tepat Waktu Tahun 2013-2015 













2013 2.471 2.308 163 93% 
2014 2.763 2.192 571 79% 
2015 3.180 2.349 831 73% 
Sumber: Data Seksi Pelayanan KPP Pratama Makassar Utara 
Dari tabel 4.2 dapat dilihat tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam 
menyampaikan SPT terbilang baik yaitu sekitar 70% hingga 90% meskipun 





Pajak Badan menyampaikan SPT dikarenakan tidak aktif sehingga dikategorikan 
sebagai Wajib Pajak Non Efektif. Dibawah ini terdapat tabel yang menyajikan 
perbandingan Wajib Pajak Aktif dan Non Efektif. 










2013 10.154 2.471 7.683 75.6% 
2014 10.794 2.763 8.031 74.4% 
2015 11.478 3.180 8.298 72.2% 
Sumber : Data Seksi Pelayanan KPP Makassar Utara 
Menurut Surat Edaran Dirjen Pajak SE-89/PJ/2009 Wajib Pajak yang dapat 
ditetapkan sebagai Wajib Pajak Non Efektif adalah Wajib Pajak yang memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
a. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak pernah melakukan pemenuhan 
kewajiban perpajakan baik berupa pembayaran pajak maupun penyampaian 
SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. 
b. Tidak diketahui/ditemukan lagi alamatnya. 
c. Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia tetapi belum diterima 
pemberitahuan tertulis secara resmi dari ahli warisnya atau belum mengajukan 
penghapusan NPWP. 
d. Secara nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha. 
e. Bendahara tidak melakukan pembayaran lagi. 
f. Wajib Pajak badan yang telah bubar tetapi belum ada Akte Pembubarannya 
atau belum ada penyelesaian likuidasi (bagi badan yang sudah mendapat 
pengesahan dari instansi yang berwenang). 
g. Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada atau bekerja di 





4.4       Hasil Penelitian 
4.4.1    Deskripsi Karakteristik Responden 
Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari KPP Pratama 
Makassar Utara. KPP Pratama Makassar Utara membawahi enam kecamatan 
yang ada di Makassar yaitu Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tamalanrea, 
Kecamatan Tallo, Kecamatan Ujung Tanah, Kecamatan Wajo, dan Kecamatan 
Bontoala. Data yang diperoleh dari KPP Pratama Makassar Utara yaitu data 
jumlah wajib pajak badan yang terdaftar. 
Deskripsi responden dalam penelitian dapat dilihat dari demografi 
responden yang meliputi usia, jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Berikut adalah 
tabel 4.4 yang menunjukkan deskripsi responden wajib pajak KPP Pratama 
Makassar Utara. 
Tabel 4.4 Deskripsi karakteristik Responden 
Data Responden Keterangan Jumlah Persentase 
Jenis Kelamin 
Laki-laki 27 54% 
Perempuan 23 46% 
Usia 
20-30 31 62% 
30-40 15 30% 
40 tahun keatas 4 8% 
Pendidikan 
Terakhir 
Diploma 20 40% 
S1 24 48% 
S2 6 12% 
Bidang  
Usaha 
Niaga 22 44% 
Jasa 14 28% 
Boga 8 16% 
Transportasi 4 8% 
Farmasi 2 4% 
Skala 
Usaha 
UMKM 31 62% 
Non UMKM 19 38% 
Pemeriksaan 
Pajak 
Pernah 33 66% 




Satu Tahun Lalu 9 18% 
Dua Tahun Lalu 14 28% 
Lebih Dari Dua Tahun 27 54% 





Berdasarkan table 4.1 diatas maka dapat diketahui bahwa sebagian besar 
responden berjenis kelamin laki-laki (54%) dan sisanya 46% adalah perempuan. 
Dilihat dari usianya, sebagian besar responden berusia diantara 20 hingga 30 
tahun (62%) 30% diantara usia 30 hingga 40 dan sisanya 8% berusia diatas 40 
tahun. Berdasarkan tinggkat pendidikannya dapat diketahui bahwa sebagian 
besar responden memiliki tingkat pendidikan terakhir S1 (48%), 40% 
berpendidikan Diploma dan sisanya 12% berpendidikan S2. Berdasarkan bidang 
usahanya dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki usaha 
dibidang niaga atau perdagangan (44%), 28% memiliki usaha dibidang jasa, 16 % 
dibidang boga, 8% dibidang transportasi dan 4% bergerak dibidang farmasi. Dilihat 
dari skala usahanya sebaian besar merupakan non-UMKM (62%) dan sisanya 
38% adalah UMKM. Jika dilihat dari pernah atau tidaknya Wajib Pajak mengalami 
pemeriksaan pajak sebagian besar menyatakan pernah (66%) dan sisanya 34% 
tidak pernah. Kemudian jika dilihat dari waktu terakhir kali diperiksa sebagian 
besar menjawab lebih dari dua tahun yang lalu (54%) yang menjawab dua tahun 
yang lalu sebanyak 28% dan sisanya sebanyak 18% menjawab satu tahun yang 
lalu. 
4.4.2   Analisis Deskriptif Variabel  
Berikutnya akan ditampilkan distribusi frekuensi jawaban-jawaban 
responden terhadap seluruh pertanyaan kuesioner sehingga dapat dilakukan 
penilaian mengenai kualitas dari masing-masing variabel. 
 Untuk melakukan penilaian hasil kuesioner yang berbentuk angka ke 
kualitas tinggi atau rendah, baik atau tidaknya, maka dilakukan perhitungan di 
bawah ini (Sugiyono, 2006:27): 
Bobot x Penilaian = Total Kumulatif Nilai Akhir 
Dengan asumsi: 
a. Bila semua responden (50) menjawab dengan skala terendah (=1), 





b. Bila semua responden menjawab dengan skala tertinggi (=5), maka 
total nilai adalah 50 x 5 = 250 
Range   = 250 – 50 = 200 
Jumlah kelas  = 5 kelas (sesuai dengan skala likert) 
Dengan perhitungan interval sebagai berikut: 
 Jarak      250 - 50 
---------------------------  =  -----------------------  =  40 
 Kelas                 5 
Dari total kumulatif akhir yang diperoleh, maka penilaian responden 
dikelompokan sebagai berikut: 
Tabel 4.5 Tabel Penilaian Interval Kualitas 
Interval  Penilaian 
 50 – 90 
 Sangat Rendah/Sangat Tidak 
Baik 
 91 – 130 Rendah/Tidak Baik 
  131 – 170 Cukup Tinggi/Cukup Baik 
 171 – 210  Tinggi/Baik 
 211 – 250  Sangat tinggi/Sangat baik 
 
Berikut ini adalah tabulasi distribusi frekuensi hasil kuesioner yang 
berkenaan dengan variabel bebas penelitian, yaitu pemeriksaan pajak 
berdasarkan pertanyaan yang diambil dari indikator penelitian yang telah 
dirumuskan. 
Tabel 4.6 Jawaban Responden Terhadap Pemeriksaan Pajak 
 Skala total Keterangan 
1 2 3 4 5 
X1    17 33 233 Sangat Baik 
X2   3 33 14 211 Sangat Baik 
X3   3 42 5 202 Baik 
X4  4 13 31 2 181 Baik 
X5   2 13 35 233 Sangat Baik 
X6   3 12 35 232 Sangat Baik 
X7   10 33 7 197 Baik 
X8  2 5 39 4 195 Baik 
X9   9 30 11 202 Baik 
X10   15 16 19 204 Baik 
Rata-Rata 209 Baik 





Berdasarkan jawaban dari responden terhadap pemeriksaan pajak yang 
dilakukan oleh KPP Pratama Makassar Utara di atas, terlihat jelas bahwa dari 
semua indikator pemeriksaan pajak menurut jawaban responden memperoleh 
hasil rata-rata baik dengan skor rata-rata 209. 
di bawah ini akan disajikan tabulasi perolehan hasil kuesioner variabel 
tingkat kepatuhan penyampaian SPT sebagai variabel independen. 
Tabel 4.7 Jawaban Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
 Skala total Keterangan 
1 2 3 4 5 
Y1   2 14 30 212 Sangat Baik 
Y2    26 24 224 Sangat Baik 
Y3     27 23 223 Sangat Baik 
Y4     18 32 232 Sangat Baik 
Y5   2 13 35 233 Sangat Baik 
Y6     17 33 233 Sangat Baik 
Y7    17 33 233 Sangat Baik 
Y8    2 14 34 232 Sangat Baik 
Y9    17 33 233 Sangat Baik 
Y10    13 37 237 Sangat Baik 
Rata-Rata 229 Sangat Baik 
           Sumber: Data primer diolah sendiri 
4.4.3    Uji Validitas 
Valid berarti instrument yang digunakan dapat mengukur apa yang 
seharusnya diukur (Sugiyono, 2003:109). Pengujian ini berfungsi untuk 
menunjukkan tingkat kemampuan alat pengukur agar dapat memberikan apa yang 
menjadi sasaran pokok pengukuran. Tujuan dari pengujian ini adalah agar data 
yang diambil benar-benar valid, yakni mengukur apa yang hendak diukur. 
Pengukuran validitas pada penelitian ini menggunakan teknik korelasi product 
moment.  
 Uji validitas dapat dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 
masing-masing butir pertanyaan dengan total skor (Ghozali, 2001:133). 





Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak (X) 
  Total X Keterangan 
P1    Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P2 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P3 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P4 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P5 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P6 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P7 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P8 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P9 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P10 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





                  Sumber: Data Primer diolah sendiri 
Dari uji validitas seluruh pertanyaan kuesioner di atas, terlihat bahwa seluruh 
pertanyaan adalah valid, karena memiliki nilai Sig (probabilitas) di bawah  0.05. 
Hal itu pun sama jika membandingkan r hitung dengan r tabel (r tabel = 0.273), di 
mana semua pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, 
pertanyaan yang layak dijadikan analisis untuk variabel X adalah 10 pertanyaan 
(hasil output spss uji validitas lengkap terlampir).  
Uji validitas pun dilakukan terhadap variabel Y, berikut ini adalah hasil 





Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Penyampaian SPT (Y) 
  Total X Keterangan 
P1    Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P2 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P3 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P4 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P5 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P6 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P7 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P8 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





P9 Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        







Pearson Correlation                            
Sig. (2-tailed)                                        





                  Sumber: Data Primer diolah sendiri 
Dari uji validitas seluruh pertanyaan kuesioner di atas, terlihat bahwa 
seluruh pertanyaan adalah valid, karena memiliki nilai Sig (probabilitas) di bawah  
0.05. Hal itu pun sama jika membandingkan r hitung dengan r tabel, di mana 10 
pertanyaan memiliki nilai r hitung > r tabel. Dengan demikian, pertanyaan yang 
layak dijadikan analisis untuk variabel Y adalah 10 pertanyaan. 
4.4.4   Uji Reliabilitas 
Reliabel berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali utnuk 
mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama (Sugiyono, 
2003:110). Tujuan dari pengujian ini adalah agar data yang diambil benar-benar 





reliabilitas dilakukan dengan statistik Cronbach Alpha. Jika nilai Cronbach Alpha 
mendekati 1 (satu), menunjukkan bahwa pengukuran yang dipakai reliable atau 
alat ukur yang dipakai benar mengukur apa yang hendak diukur.  
Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas 
No. Pertanyaan Cronbach’s Alpha  




1 X1 .865 .600 Reliabel 
2 X2 .883 .600 Reliabel 
3 X3 .871 .600 Reliabel 
4 X4 .858 .600 Reliabel 
5 X5 .854 .600 Reliabel 
6 X6 .863 .600 Reliabel 
7 X7 .870 .600 Reliabel 
8 X8 .876 .600 Reliabel 
9 X9 .865 .600 Reliabel 
10 X10 .877 .600 Reliabel 
11 Y1 .950 .600 Reliabel 
12 Y2 .955 .600 Reliabel 
13 Y3 .953 .600 Reliabel 
14 Y4 938 .600 Reliabel 
15 Y5 .940 .600 Reliabel 
16 Y6 .937 .600 Reliabel 
17 Y7 .937 .600 Reliabel 
18 Y8 .943 .600 Reliabel 
19 Y9 .937 .600 Reliabel 
20 Y10 .944 .600 Reliabel 
Sumber: Data primer, diolah sendiri 
Berdasarkan hasil uji reabilitas diatas, didapat bahwa hasil koefisien 
cronbach alpha untuk seluruh pertanyaan lebih besar dari 0,600. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa tingkat reabilitas data dapat diterima.  
4.4.5   Uji Normalitas 
Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan 
berdistribusi normal. Salah satu cara melihat normalitas yaitu dengan normal 
probability plot, distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan 
ploting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah 





Gambar 4.2 Normal Probability Plot 
 
Berdasarkan grafik Normal Probability Plot pada gambar 4.2 menunjukkan 
bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal 
plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya 
mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas. 
4.4.6   Analisis Regresi  








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 16.293 4.286  3.801 .000 
Pemeriksaan 
Pajak 
.716 .102 .712 7.021 .000 
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT 
 
Dari tabel 4.11 diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :  
Y = 16.293 + 0.716X 
a. Konstanta (a) sebesar 16.293 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel 
bebas (Pemeriksaan Pajak) maka Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT 
akan tetap (konstan) sebesar 16.293 (satuan tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT, bisa dalam bentuk jumlah konsumen yang 






b. Koefesien regresi X sebesar 0.716, menyatakan bahwa jika faktor 
Pemeriksaan Pajak diperhatikan maka akan memberikan pengaruh positif 
pada Tingkat Kepatuhan Penyampaian pajak sebesar 0.716 atau sebesar 
71.6%. 
4.4.7    Koefisien Determinasi 
Tabel 4.12 Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .712a .507 .496 2.97843 
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak 
 
Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan bahwa Rsquare yang diperoleh 
sebesar 0.507 atau 50.7% yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak pada 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dipengaruhi oleh variabel 
pemeriksaan SPT. Sisanya sebesar 49.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang 
tidak diteliti dalam penelitian ini. 
4.4.8    Pengujian Hipotesis (Uji-t) 
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji-t yang dibantu 
dengan program statistic SPSS. pengujian dilakukan dengan taraf signifikansi 0.05 
atau tingkat kepercayaan 95%, dengan kriteria pengujian:  
Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak dan Ha diterima.  
Jika thitung ≤ ttabel maka H0 diterima dan Ha ditolak. 








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 16.293 4.286  3.801 .000 
Pemeriksaan 
Pajak 
.716 .102 .712 7.021 .000 





Dari uji t, didapat t-hitung sebesar 7.021, dengan tingkat signifikansi 0.000. 
nilai probabilitas (0.000) lebih kecil dari 0.05 maka model regresi dapat dipakai 
untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak. Hasil t-hitung tersebut jika 
dibandingkan dengan t-tabel pada tingkat keyakinan 95% (α 0.05). Ini berarti Ho 
ditolak dan Ha diterima. 
 
4.5       Pembahasan 
Dari berbagai perhitungan di atas, dari perhitungan statistik deskriptif 
menunjukkan kualitas pemeriksaan pajak dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam penyampaian SPT pajak telah menunjukkan tingkat yang baik atau tinggi. 
Adapun dari hasil uji korelasi, uji regresi, dan uji t diperoleh kesimpulan variabel 
bebas (yaitu Pemeriksaan Pajak) memiliki pengaruh yang positif, searah dan 
signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT.  
Berpengaruh atau tidaknya pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara dapat diketahui dengan menggunakan 
pengujian statistik, yaitu analisis regresi dan koefisien determinasi. Hasil pengujian 
regresi diperoleh nilai koefisien regresi 0.716X yang berarti tingkat kepatuhan 
Wajib Pajak Badan yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Utara adalah 
71,6%. Ini menunjukan terdapat hubungan positif antara pelaksanaan 
pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak yang menunjukkan apabila 
pemeriksaan pajak berjalan dengan baik maka akan meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak.  
Besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan 
wajib pajak dapat dilihat melalui hasil uji koefisien determinasi. Dari hasil uji 





50,7% pelaksanaan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 
wajib pajak dan sisanya sebesar 49.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
diteliti dalam penelitian ini. Pelaksaan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap 
kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh besarnya t-hitung dibanding t-tabel 
yaitu 7.021 > 1.68. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa pelaksanaan 
pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
Untuk memperkuat hasil penelitian yang menyatakan bahwa pelaksanaan 
pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, maka 
peneliti meminta data dari seksi pelayanan terkait jumlah wajib pajak badan yang 
terdaftar dan persentasi kepatuhan Wajib Pajak. 
Dari data yang diperoleh, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dari 
tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 ada peningkatan jumlah Wajib Pajak yang 






5.1      Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh 
pelaksaan pemeriksaan SPT Tahunan PPh Badan terhadap kepatuhan wajib 
pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Utara, maka dapat 
disimpulkan bahwa pelaksanaan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap 
tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa jika pelaksanaan  
Pemeriksaan Pajak berjalan dengan baik maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak 
dalam menyampaikan SPT juga akan meningkat. Selain itu meningkatnya jumlah 
Wajib Pajak yang terdaftar juga menunjukkan meningkatnya kepedulian 
masyarakat dalam membayar pajak.  
5.2      Saran 
 Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengajukan saran-saran 
sebagai berikut. 
1. Pemeriksaan Pajak perlu ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat 
kepatuhan Wajib Pajak sebagai langkah menuju masyarakat sadar dan 
peduli pajak. 
2. Perlu ditingkatkan faktor-faktor lain yang terkait dengan tingkat kepatuhan 
penyampaian SPT, seperti manajemen administrasi modern, dan 
sebagainya. 
3. Perlu ditingkatkan pengembangan keterampilan sumber daya manusia, 






5.3       Keterbatasan Penelitian 
1.    jumlah sampel yang terbatas, yaitu hanya 50 sampel. Untuk penelitian 
selanjutnya, disarankan untuk menambah jumlah sampel, agar 
memperoleh hasil yang lebih akurat. 
2.  Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independen yang 
mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak. Oleh karena itu penulis 
mengharapkan partisipasi aktif peneliti berikutnya untuk meneliti faktor-
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Lampiran 1  
KUISIONER 
Nama                :………………………………….. 
Jenis Kelamin   : L / P  (coret yang tidak perlu) 
Umur                :………………………………....... 
Pendidikan       :…………………………………… 
Bidang Usaha  :……………………………………. 
 
Pilihlah salah satu alternatif pilihan jawaban untuk setiap pernyataan 
menurut pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√). 
 
Skala Usaha     : 
□ UMKM (laba < 4,8 Milyard)          
□ Non UMKM (laba > 4.8 Milyard) 
 
Pernah mengalami pemeriksaan pajak? 
□ Ya            
□ Tidak     
 
Jika pernah, kapan terakhir kali dilakukan pemeriksaan pajak? 
□ Satu tahun yang lalu. 
□ Dua tahun yang lalu. 
□ Lebih dari Dua Tahun yang lalu. 
 
Pertanyaan Untuk Dianalisa 
Pilihlah salah satu alternatif pilihan jawaban untuk setiap pernyataan 
menurut pendapat anda dengan membubuhkan tanda (√). 
 
Setiap pernyataan terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban: 
SS   :Sangat Setuju 
S      :Setuju 
CS    :Cukup Setuju 
TS     :Tidak Setuju 








No. Pernyataan SS S CS TS STS 
1 KPP menginformasikan batas akhir 
penyampaian SPT Tahunan. 
     
2 Pemeriksaan Pajak merupaka upaya dalam 
meningkatkan pelayanan. 
     
3 Pemeriksaan Pajak dapat mempermudah 
proses restitusi. 
     
4 Proses pemeriksaan pajak selaras dengan 
perkembangan dunia usaha yang rawan 
pengelakan pajak 
     
 
Law Enforcement 
No. Pernyataan SS S CS TS STS 
1 
Pemeriksaan pajak dilakukan sebagai akibat 
diberlakukannya sistem self assessment. 
     
2 
Temuan pemeriksaan harus berdasarkan 
bukti yang valid dan kompeten. 
     
3 
Pemeriksaan pajak mendorong Wajib Pajak 
untuk taat pada peraturan perpajakan. 
     
4 
Pemeriksaan Pajak menjadi tolak ukur sejauh 
mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak. 
     
5 
Pemeriksaan Pajak merupakan cara untuk 
mengidentifikasi jumlah Wajib Pajak yang 
tergolong patuh. 
     
6 
Pemeriksaan pajak merupakan salah satu 
upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib 
Pajak tentang pemenuhan kewajiban 
perpajakan. 
     
 
Kepatuhan Formal 
No. Pernyataan SS S CS TS STS 
1 Saya selalu menyerahkan SPT yang telah diisi 
tepat waktu. 
     
2 Jika saya berhalangan, saya akan 
mendelegasikan orang lain untuk 
menyerahkan SPT. 
     
3 Saya Selalu merespon jika mendapat surat 
teguran. 
     
4 Saya selalu menaati jika diberikan sanksi 
perpajakan. 









No. Pernyataan SS S CS TS STS 
1 Saya selalu patuh dalam menghitung pajak 
terutang dengan benar apa adanya. 
     
2 Saya selalu patuh dalam membayar pajak tepat 
waktu. 
     
3 Saya selalu patuh melaporkan besarnya pajak 
terutang. 
     
4 Saya tidak berusaha melakukan tax evasion 
(pengelakan pajak). 
     
5 Saya selalu menghubungi petugas 
representative apabila menemui masalah 
perpajakan. 
     
6 Saya selalu patuh dalam membuat laporan 
keuangan fiskal. 


















a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT 
























Pemeriksaan Pajak 50 50 
 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .712a .507 .496 2.97843 
a. Predictors: (Constant), Pemeriksaan Pajak 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 437.310 1 437.310 49.296 .000b 
Residual 425.810 48 8.871   
Total 863.120 49    
a. Dependent Variable: Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT 









B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 16.293 4.286  3.801 .000 
Pemeriksaan Pajak .716 .102 .712 7.021 .000 



















Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 




N of Items 
.880 .887 10 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
X_1 4.6600 .47852 50 
X_2 4.2200 .54548 50 
X_3 4.0400 .40204 50 
X_4 3.6200 .69664 50 
X_5 4.6600 .55733 50 
X_6 4.6400 .59796 50 
X_7 3.9400 .58589 50 
X_8 3.9000 .58029 50 
X_9 4.0400 .63760 50 
X_10 4.0800 .82906 50 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 




.362 .162 .687 .526 4.253 .021 10 
 
Item-Total Statistics 
 Scale Mean if 
Item Deleted 







if Item Deleted 
X_1 37.1400 14.653 .684 .660 .865 
X_2 37.5800 15.432 .387 .692 .883 
X_3 37.7600 15.288 .616 .492 .871 
X_4 38.1800 13.212 .729 .652 .858 
X_5 37.1400 13.715 .815 .883 .854 
X_6 37.1600 13.974 .684 .821 .863 
X_7 37.8600 14.449 .583 .651 .870 
X_8 37.9000 14.827 .498 .501 .876 
X_9 37.7600 13.860 .658 .706 .865 
X_10 37.7200 13.308 .561 .733 .877 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 













Scale: ALL VARIABLES 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 50 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 50 100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
Reliability Statistics 




N of Items 
.949 .951 10 
 
Item Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Y_1 4.6400 .56279 50 
Y_2 4.4800 .50467 50 
Y_3 4.4600 .50346 50 
Y_4 4.6400 .48487 50 
Y_5 4.6600 .55733 50 
Y_6 4.6600 .47852 50 
Y_7 4.6600 .47852 50 
Y_8 4.6400 .56279 50 
Y_9 4.6600 .47852 50 
Y_10 4.7400 .44309 50 
 
Summary Item Statistics 
 Mean Minimum Maximum Range Maximum / 
Minimum 




.257 .196 .317 .120 1.613 .002 10 
 
 
 Scale Mean if 
Item Deleted 





if Item Deleted 
Y_1 41.6000 14.490 .655 .950 
Y_2 41.7600 15.329 .514 .955 
Y_3 41.7800 15.114 .574 .953 
Y_4 41.6000 14.082 .906 .938 
Y_5 41.5800 13.759 .857 .940 
Y_6 41.5800 14.004 .944 .937 
Y_7 41.5800 14.004 .944 .937 
Y_8 41.6000 13.959 .794 .943 
Y_9 41.5800 14.004 .944 .937 
Y_10 41.5000 14.745 .786 .944 
 
Scale Statistics 
Mean Variance Std. Deviation N of Items 









 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 17 34.0 34.0 34.0 
Sangat Setuju 33 66.0 66.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 3 6.0 6.0 6.0 
Setuju 33 66.0 66.0 72.0 
Sangat Setuju 14 28.0 28.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_3 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 3 6.0 6.0 6.0 
Setuju 42 84.0 84.0 90.0 
Sangat Setuju 5 10.0 10.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 4 8.0 8.0 8.0 
Cukup Setuju 13 26.0 26.0 34.0 
Setuju 31 62.0 62.0 96.0 
Sangat Setuju 2 4.0 4.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 2 4.0 4.0 4.0 
Setuju 13 26.0 26.0 30.0 
Sangat Setuju 35 70.0 70.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 3 6.0 6.0 6.0 
Setuju 12 24.0 24.0 30.0 
Sangat Setuju 35 70.0 70.0 100.0 








 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 10 20.0 20.0 20.0 
Setuju 33 66.0 66.0 86.0 
Sangat Setuju 7 14.0 14.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Tidak Setuju 2 4.0 4.0 4.0 
Cukup Setuju 5 10.0 10.0 14.0 
Setuju 39 78.0 78.0 92.0 
Sangat Setuju 4 8.0 8.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 9 18.0 18.0 18.0 
Setuju 30 60.0 60.0 78.0 
Sangat Setuju 11 22.0 22.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
X_10 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 15 30.0 30.0 30.0 
Setuju 16 32.0 32.0 62.0 
Sangat Setuju 19 38.0 38.0 100.0 





 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 2 4.0 4.0 4.0 
Setuju 14 28.0 28.0 32.0 
Sangat Setuju 34 68.0 68.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Y_2 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 26 52.0 52.0 52.0 
Sangat Setuju 24 48.0 48.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 27 54.0 54.0 54.0 
Sangat Setuju 23 46.0 46.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Y_4 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 18 36.0 36.0 36.0 
Sangat Setuju 32 64.0 64.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Y_5 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 2 4.0 4.0 4.0 
Setuju 13 26.0 26.0 30.0 
Sangat Setuju 35 70.0 70.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Y_6 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 17 34.0 34.0 34.0 
Sangat Setuju 33 66.0 66.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Y_7 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 17 34.0 34.0 34.0 
Sangat Setuju 33 66.0 66.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Y_8 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Cukup Setuju 2 4.0 4.0 4.0 
Setuju 14 28.0 28.0 32.0 
Sangat Setuju 34 68.0 68.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
 
Y_9 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 17 34.0 34.0 34.0 
Sangat Setuju 33 66.0 66.0 100.0 







 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Setuju 13 26.0 26.0 26.0 
Sangat Setuju 37 74.0 74.0 100.0 
Total 50 100.0 100.0  
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